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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.24/Menhut-11/2009
TENTANG

PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER

HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan menentukan bahwa Menteri
berwenang mengatur, membina, dan mengembangkan
industri primer hasil hutan;

. bahwa dalam rangka mengantisipass dampak krisis global,

meningkatkan daya saing industri serta memberikan
kontribus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, lapangan
kerja, dan pengentasan kemiskinan, maka perlu diambil
langkah-langkah kemudahan dalam investas serta tertib
administras izin usahadi sub sektor industri kehutanan;

bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  tentang
Pendaftaran Ulang |zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu;
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Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas
Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888), sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagamana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 31/P Tahun 2007,

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan Organisas dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah bebergpa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,
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sebagai maan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
sebagaimana telah bebergpa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-11/2008
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-11/2008
tentang |zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.9/Menhut-11/2009 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI
PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Daftar Ulang Industri (DUI) adalah prosedur pendataan jenis izin industri
primer hasil hutan kayu dan bukan kayu yang diterbitkan oleh selain
Menteri Kehutanan atau Gubernur, untuk diterbitkan izin pembaharuan.

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat
dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

|zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk
mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa
jenis produk pada satu lokas tertentu yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh pgabat yang berwenang.

|zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah
izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa
jenis produk pada satu lokas tertentu yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh pgabat yang berwenang.

Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap
tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pgabat yang berwenang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

5 2009, No.62

Kapasitas produks sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun
adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis
produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokas tidak
lebih dari 2.000 (duaribu) meter kubik per-tahun

Kapasitas produks di atas 2.000 (dua ribu) sampa dengan 6.000 (enam
ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu
atau beberapa jenis produks IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak
di satu lokas lebih besar dari 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam
ribu) meter kubik per-tahun.

Kapasitas produks di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun adalah
jumlah total kapasitas produks dari satu atau beberapa jenis produks
IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi |ebih besar dari
6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun.

Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang
ditetapkan dalam tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan.
Mesin produksi utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri
tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.

Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang
usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan,
koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang Bina Produksi K ehutanan.

Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan di wilayah Provins.

Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/K ota.

Balai adalah Bala Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
Pasal 2

Pendaftaran ulang lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
bertujuan untuk mengetahui jumlah, sebaran, kapasitas izin produks, tenaga



